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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Untuk melindungi warga negara serta pejabat, Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN) didirikan. Lembaga ini berperan dalam memastikan perlindungan 

terhadap hak-hak masyarakat, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok, 

dengan landasan kepentingan bersama dalam komunitas tersebut.1 

Agar dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, suatu putusan 

administrasi pemerintahan harus memenuhi sejumlah persyaratan. Ini berarti, 

dokumen tertulis menjadi penting sebagai alat bukti, dan isinya harus jelas serta 

terperinci karena keputusan tersebut mengatur hal-hal yang spesifik dan bersifat 

individual. Keputusan ini tidak bersifat umum seperti peraturan, melainkan 

ditujukan kepada individu atau badan hukum tertentu, dan keputusan ini memiliki 

sifat final, yang menyebabkan terjadinya akibat hukum tanpa memerlukan 

persetujuan dari otoritas yang lebih tinggi.2 

Penegakan serta penguatan Peradilan Tata Usaha Negara bertujuan tidak 

hanya untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi masyarakat, 

tetapi juga demi kepentingan administrasi pemerintahan agar memiliki posisi yang 

proporsional. Dengan demikian, konflik yang muncul akibat keputusan 

administratif dapat diselesaikan secara adil dan terintegrasi. Selain itu, salah satu 

                                                             
1
 Elidar Sari, Hadi Iskandar, 2019, Pengantar Hukum Acara Tata Usaha Negara, 

Angewandte Chemie International Edition, 6(11), hlm. 951–952.  
2
 Abdul Kadir Jaelani, 2020, Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan 

Tata Usaha Negara Di Indonesia, Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, 18(2), 

hlm. 56–70, https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1090.“ 
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aspek yang mengatur kehidupan warga negara yang juga berada dalam lingkup 

hukum adalah sektor Pertanahan/Agraria.3 

Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) telah mengatur masalah 

pertanahan di Indonesia sebagai salah satu peraturan yang harus dipatuhi. Dengan 

meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak 

atas tanah bagi seluruh rakyat, tujuan pembentukan UUPA melalui kegiatan 

pendaftaran tanah untuk seluruh wilayah Indonesia yang produknya adalah 

pemberian alat bukti kepemilikan hak atas tanah/sertifikat hak milik atas tanah. 

Penyelesaian sengketa pertanahan dengan pendekatan hukum hanya dapat 

dilakukan apabila peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan secara efektif 

atau dengan kata lain dilakukan penegakan hukum (law enforcement) secara 

konsekuen, yaitu penegakan hukum dengan memperhatikan unsur kepastian 

hukum (rechtssiccheit), kemanfaatan (zweckmassigheit) dan keadilan 

(gerechtigheid).4 

Awalnya, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian, undang-undang tersebut mengalami 

perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang merupakan 

perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta Undang-Undang 

Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang 

tersebut. Pengendalian terhadap pelaksanaan fungsi eksekutif dilakukan dengan 
                                                             

3
 Marten Bunga, 2018, Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha 

Negara dalam menyelesaikan Sengketa Tanah, Gorontalo Law Review, 1(1), hlm. 40. 

https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/155 
4
 Op.cit. Marten Bunga. Hlm. 40-41. 
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cara menguji keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN, untuk 

memastikan apakah keputusan-keputusan tersebut sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip umum dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal ini diatur dalam Pasal 115 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang 

menetapkan bahwa hanya keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang 

dapat dilaksanakan.5 

Menurut M. A. Bhimasakthi, tahapan penyelesaian sengketa tata usaha negara 

di Peradilan Tata Usaha Negara terbagi dalam tiga tahap, yaitu pra-adjudikasi, 

ajudikasi, dan pasca-putusan. Tahap pra-adjudikasi ini dilakukan sebelum pihak-

pihak yang berperkara hadir di pengadilan, yaitu sejak diajukannya gugatan atau 

permohonan ke pengadilan hingga prosedur dismissal dan penetapan hari 

pemeriksaan persiapan. Termasuk juga pada tahap upaya administratif, yaitu 

upaya penyelesaian sengketa administratif di lingkungan internal pemerintahan. 

Tahap ajudikasi diawali dengan pembacaan pengaduan atau permohonan di 

pengadilan dan merupakan tahap penyelesaian sengketa melalui litigasi di 

pengadilan hingga putusan akhir dijatuhkan. Kemudian tahap pasca-ajudikasi, 

yaitu pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in 

kracht van gewijsde). Putusan PTUN bertujuan untuk menciptakan keadilan, 

menjamin kepastian dan kepentingan hukum dengan memenuhi landasan hukum, 

                                                             
5
 Leona putri Sari and Arif Wibowo, 2023, Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha 

Negara (PTUN), Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(1), hlm. 59–63, 

https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.99.“ 
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filosofis, dan sosiologis. Betapapun bagusnya isi putusan PTUN, jika tidak 

dilaksanakan maka kewenangan PTUN akan berkurang.6 

Putusan pengadilan merupakan hasil dari pemeriksaan di pengadilan dan 

memberikan keadilan serta kepastian kepada para pihak, hal ini wajar dicita-

citakan oleh para pihak yang berperkara di pengadilan. 

Untuk mengukur keberhasilan suatu penegakan hukum, kita dapat 

memusatkan perhatian pada kekuatan penegakan putusan, yaitu kekuasaan untuk 

melaksanakan putusan tersebut. Undang-undang dibuat agar dapat dilaksanakan 

oleh semua pihak. Oleh karena itu, suatu undang-undang bukanlah dikatakan 

undang-undang apabila tidak dapat ditegakkan atau ditaati. Hukum dikaitkan 

dengan kekuasaan, dan pada tataran pelaksanaannya terlihat korupsi yang menjadi 

ciri ketidakberdayaan penegakan hukum akibat penyalahgunaan kekuasaan untuk 

mewujudkan kepentingan tertentu penguasa. Perilaku yang melanggar nilai moral 

tersebut juga terlembaga secara struktural. Oleh karena itu, keberadaan rezim 

yang bersifat koersif ini seharusnya dapat memberikan efek jera bagi Pejabat 

TUN.7 

Asas selfrespect dan kesadaran hukum terhadap personel TUN ditegaskan 

dengan fakta bahwa PTUN melaksanakan isi putusan pengadilan secara sukarela 

tanpa ada tindakan paksaan yang dikenakan oleh pengadilan terhadap pejabat 

TUN yang bersangkutan. 

                                                             
6
 Dikdik Somantri, 2021, Challenges in Execution of Court Decision To Strengthen the 

Administrative Court Charisma, Jurnal Hukum Peratun, 4(2), hlm. 123 

https://doi.org/10.25216/peratun.422021.123-140.“ 
7
 Wulan Febriyanti Putri Suyanto, 2022, Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa, Jurnal Al 

Tasyri‟Iyyah, 2(1). hlm. 77, https://doi.org/10.24252/jat.vi.30521. 
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Dalam mengukur penerapan upaya paksa dalam pelaksanaan putusan PTUN, 

terdapat beberapa masalah yang belum jelas. Contohnya, siapa yang seharusnya 

memberikan sanksi, jenis sanksi yang dijatuhkan, besaran yang harus dibayar, 

sumber dana, serta lembaga mana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 

keputusan tersebut. Ketidakpastian mengenai situasi ketidakpatuhan atau 

rendahnya peluang keberhasilan implementasi keputusan dapat menciptakan 

pandangan negatif terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pejabat harus 

memberi teladan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum dan 

penegakan hak asasi manusia untuk memastikan terlaksananya hak konstitusional 

warga negara.8 

Apabila keputusan PTUN tidak dilaksanakan, hal ini akan menimbulkan rasa 

pesimisme dan sikap apatis di kalangan masyarakat. Dengan demikian, UU 

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menunjukkan bahwa 

keberadaan PTUN telah gagal dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat 

dalam konteks administrasi pemerintahan.9 

Dalam pemberlakuan putusan TUN, upaya penegakan putusan TUN tertuang 

dalam Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai putusan TUN dan 

tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sah dan disetujui oleh TUN. 

Instansi atau pejabat pemerintah yang menerbitkannya wajib melaksanakan 

                                                             
8
 Wulan Febriyanti Putri Suyanto.   2019, Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk 

Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal Konstitusi, 16(1), hlm. 117, 

https://doi.org/10.31078/jk16110.” 
9
 Nur indra Socawibawa and Arif Wibowo, 2023, Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata 

Usaha Negara Di Indonesia, Jurnal Penelitian Multidisiplin,  2(1), hlm. 45–52, 

https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.94. 
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keputusan tersebut. Kewajiban yang harus dilakukan adalah membatalkan 

Keputusan TUN yang relevan, menarik kembali Keputusan TUN tersebut, serta 

mengeluarkan Keputusan TUN yang baru, atau mengeluarkan Keputusan TUN 

apabila gugatan tersebut mengacu pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara.10 

Kurangnya penerapan tindakan koersif dalam pelaksanaan putusan PTUN 

telah mengurangi efektivitas pelaksanaan putusan TUN, sehingga keberhasilan 

pelaksanaan putusan tersebut sangat bergantung pada kesadaran dan inisiatif dari 

pejabat TUN.11 

B. Rumusan Masalah 

Dengan merujuk pada uraian dalam bagian latar belakang, penelitian ini akan 

mengkaji permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara di Palembang 

dalam melaksanakan putusan eksekusi? 

2. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses eksekusi putusan pengadilan 

tata usaha negara? 

C. Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup penelitian ini metitikberatkan pada pengajuan “Kewenangan 

Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Palembang”. 

                                                             
10

 Nurfajrin Ramadhan and Nila Sastrawati, 2022, Urgensi Pembentukan Lembaga 

Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Alauddin Law Development 

Journal, 4(1), hlm. 249, https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.17147. 
11

 Harahap Zarina, 2015, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi, hlm. 

55.  
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi serta menguraikan: 

1. Kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara di Palembang dalam 

melaksanakan putusan eksekusi; 

2. Kendala yang dihadapi dalam proses eksekusi putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara di Palembang. 

Manfaat Penelitian 

Merujuk pada perumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini 

bertujuan untuk mencapai hal berikut: 

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan 

wawasan terhadap ilmu hukum, serta khususnya Hukum Acara Peradilan 

Tata Usaha Negara; 

2. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi 

Pengadilan Tata Usaha Negara. 

E. Kerangka Konseptual 

1. Kewenangan 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai 

Administrasi Pemerintahan, wewenang diartikan sebagai hak yang dimiliki 

oleh lembaga atau aparat pemerintah, termasuk penyelenggara negara lainnya, 

untuk mengambil tindakan dalam ranah hukum publik. Kewenangan ini 

memberikan hak untuk melakukan tindakan tertentu atau menginstruksikan 
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orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kekuasaan digunakan untuk 

mewujudkan tujuan pihak yang berwenang, sehingga muncul kewibawaan 

terkait dengan otoritas yang dimiliki oleh pemimpin. Wewenang tersebut dapat 

diwujudkan dalam bentuk lisan maupun tulisan, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dan harus diketahui serta dipatuhi oleh 

seluruh masyarakat.12 

2. Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara 

Berdasarkan Pasal 116 dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 

yang mengatur Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

terkait Peradilan Tata Usaha Negara, pelaksanaan eksekusi dalam proses 

hukum peradilan tata usaha negara dilakukan terhadap Putusan Pengadilan 

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Eksekusi ini hanya berlaku bagi 

Putusan yang menerima gugatan serta menetapkan kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh Tergugat. 

3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Berdasarkan kamus legal terminology, keputusan merupakan hasil dari 

proses pemeriksaan suatu kasus. Keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan 

Tata Usaha Negara (PTUN) berisi penetapan mengenai diterima atau 

ditolaknya gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berselisih (bersifat 

                                                             
12

 Evi Fitriyani Aulia, 2017, Kekuasaan dan Kewenangan, hlm. 23, https://www. 

Kompasiana.Com/Epoooy19/Kekuasaan-Dan-Kewenangan,Diakses 17 Desember 2017). 



9 

 

 

positif maupun negatif) serta wajib disampaikan dalam persidangan yang 

terbuka untuk umum.13 

4. Pengadilan Tata Usaha Negara 

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara, peradilan ini berfungsi sebagai salah satu penyelenggara 

kekuasaan kehakiman untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang 

menghadapi sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara. 

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 

Kajian terhadap riset-riset sebelumnya yang memiliki keterkaitan merupakan 

bagian dari temuan-temuan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan studi 

yang akan dilaksanakan. Di bawah ini disajikan beberapa penelitian yang 

memiliki relevansi dengan topik yang akan dianalisis dalam penelitian penulis 

yang berjudul “Kewenangan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di 

Palembang”. 

Nama 

Penulis 

Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Uwaisyah 

Rani 

“Urgensi 

Upaya 

Paksa 

dalam 

Pelaksanaan 

Putusan 

Pengadilan 

Tata Usaha 

Negara” 

“Penelitian ini 

bertujuan 

untuk 

mengkaji 

pentingnya 

penerapan 

upaya paksa 

dalam 

pelaksanaan 

putusan 

PTUN yang 

“Penelitian ini 

menggunaka

n pendekatan 

yuridis 

normatif, 

yang berarti 

pendekatan 

yang 

mengkaji 

asas-asas 

hukum, 

“Penerapan 

tindakan paksa ini 

merupakan salah 

satu wujud dari 

pelaksanaan asas-

asas umum 

pemerintahan yang 

baik, yaitu 

kepastian hukum. 

Kepastian hukum 

tersebut penting 

                                                             
13

 Soraya Dwi Esfandiari, 2013, Skripsi Soraya Dwi Esfandiari. Hlm. 67. 
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telah 

berkekuatan 

hukum 

tetap.” 

sistematika 

hukum, 

tingkat 

keselarasan 

hukum, serta 

perbandingan 

antara 

berbagai 

sistem 

hukum.” 

bagi pencari 

keadilan agar 

putusan yang 

dihasilkan oleh 

pengadilan tata 

usaha negara dapat 

dilaksanakan. 

Selain itu, upaya 

paksa ini juga 

berfungsi sebagai 

alat untuk 

mendorong pejabat 

negara agar 

menjalankan 

putusan 

pengadilan, yang 

pada gilirannya 

menjadi bukti dari 

penegakan hukum 

yang tegas.” 

Muhamma

d Qabul 

Nusantara, 

Wahyu 

Andrianto 

“Peran Asas 

Umum 

Pemerintaha

n yang Baik 

dalam 

Eksekutoria

l Putusan 

Pengadilan 

Tata Usaha 

Negara”“ 

“Penelitian ini 

bertujuan 

untuk 

mengkaji 

peran AUPB 

dalam 

pelaksanaan 

eksekusi 

Putusan 

PTUN serta 

mengevaluasi 

sejauh mana 

AUPB 

berfungsi 

sebagai dasar 

dalam 

melaksanaka

n eksekusi 

tersebut.” 

“Penelitian ini 

menggunaka

n pendekatan 

metode 

penelitian 

hukum 

dengan jenis 

penelitian 

normatif, 

yang 

memanfaatka

n data 

sekunder. 

Data tersebut 

terdiri dari 

bahan hukum 

primer, 

sekunder, dan 

tersier, yang 

mengacu 

“Peran Asas Umum 

Pemerintahan yang 

Baik (AUPB) 

dalam eksekusi 

putusan Pengadilan 

Tata Usaha Negara 

(PTUN) 

mencerminkan 

kepatuhan pejabat 

terhadap keputusan 

pengadilan. Hal ini 

tidak hanya 

berkaitan dengan 

pembatalan atau 

pencabutan 

keputusan yang 

sebelumnya 

diterbitkan, tetapi 

juga harus 

dikaitkan dengan 



11 

 

 

pada norma 

hukum, 

peraturan 

perundang-

undangan, 

asas hukum, 

sistematika 

hukum, serta 

sinkronisasi 

hukum.” 

AUPB sebagai 

dasar dalam 

pelaksanaan 

pemerintahan. 

Dengan demikian, 

kekuatan dari Asas 

Umum 

Pemerintahan yang 

Baik dapat 

dijadikan dasar 

hukum dalam 

pelaksanaan 

eksekusi putusan 

PTUN.” 

Momon 

Mulyana,   

Aria 

Caesar 

Kusumaat

maja 

““Eksekusi 

Putusan 

Peradilan 

Tata Usaha 

Negara 

Yang Telah 

Mempunyai 

Kekuatan 

Hukum 

Tetap” 

“Tujuan dari 

penelitian ini 

adalah untuk 

mengkaji 

pelaksanaan 

keputusan 

yang telah 

memiliki 

kekuatan 

hukum tetap 

dari Peradilan 

Tata Usaha 

Negara.” 

“Penelitian ini 

mengadopsi 

metode 

penelitian 

hukum 

normatif, 

yang 

merupakan 

penelitian 

yang 

mengutamak

an 

pendekatan 

dengan 

menganalisis 

bahan hukum 

pustaka, atau 

sering disebut 

juga sebagai 

penelitian 

kepustakaan” 

“Kekuatan hukum 

dari putusan 

Pengadilan Tata 

Usaha Negara 

menjadi lemah 

disebabkan oleh 

beberapa faktor, 

antara lain 

ketiadaan lembaga 

yang memiliki 

wewenang untuk 

mengeksekusi atau 

memberikan sanksi 

terhadap putusan 

tersebut. Selain itu, 

rendahnya 

kesadaran di 

kalangan pejabat 

Tata Usaha Negara 

untuk mematuhi 

keputusan 

Pengadilan, serta 

kurangnya 

pengaturan yang 

lebih jelas dan 

tegas terkait 
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dengan 

pelaksanaan 

putusan juga turut 

memperburuk 

situasi ini.” 

Soeleman 

Djaiz 

Baranyana

n 

“Pembatalan 

Sertipikat 

Hak Milik 

Atas Tanah 

Oleh 

Peradilan 

Tata Usaha 

Negara di 

Pengadilan 

Tata Usaha 

Negara 

Palembang” 

“Penelitian ini 

bertujuan 

untuk 

menganalisis 

pembatalan 

sertifikat hak 

milik atas 

tanah guna 

memastikan 

kepastian 

hukum yang 

telah 

berkekuatan 

hukum tetap 

(inkracht) 

serta 

pelaksanaann

ya.” 

“Penelitian ini 

termasuk 

dalam 

kategori 

penelitian 

hukum 

normatif, 

yang 

bertujuan 

untuk 

menganalisis 

penerapan 

hukum, 

seperti asas-

asas hukum, 

hukum 

positif, 

peraturan 

perundang-

undangan, 

dan kaidah-

kaidah 

hukum yang 

berlaku.” 

“Pihak yang terlibat 

dalam sengketa 

adalah individu 

atau badan hukum 

privat yang 

bertindak sebagai 

penggugat, 

sedangkan Pasal 1 

angka 6 

menyebutkan 

bahwa badan atau 

pejabat Tata Usaha 

Negara (TUN) 

bertindak sebagai 

tergugat. Badan 

atau pejabat TUN 

tersebut adalah 

yang mengeluarkan 

keputusan 

berdasarkan 

wewenang yang 

dimiliki atau yang 

diberikan 

kepadanya, yang 

kemudian digugat 

oleh pihak 

perorangan atau 

badan hukum 

perdata. Terkait 

dengan pembatalan 

dan pendaftaran 

tanah, proses 

pendaftaran 

bertujuan untuk 

memperoleh bukti 
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kepemilikan yang 

sah atas status 

hukum tanah 

tersebut. Apabila 

pembatalan terjadi, 

maka status hukum 

tanah tersebut akan 

menjadi tidak 

berlaku.” 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu 

didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.14 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan analisis terhadap masalah yang dibahas, penelitian ini 

termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris (Empirical Legal 

Research), yang fokus pada pengumpulan data primer dan sekunder. Data 

diperoleh melalui wawancara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang 

serta dengan mempelajari peraturan-peraturan hukum positif, bahan 

perpustakaan, dan ketentuan lainnya. 

2. Sumber Data 

a. Sumber data primer, yaitu pengumpulan data dengan melakukan 

observasi dan wawancara di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Palembang. 

b. Sumber Data Sekunder 

                                                             
14

 Abdul Fatah Nasution, 2023, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Harva Creative, 

hlm. 1. 
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1) Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang berasal 

dari peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang 

berlaku. 

2) Bahan hukum sekunder adalah sumber yang mendukung bahan 

hukum primer, seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dan karya 

ilmiah lainnya. 

3) Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, 

contohnya adalah kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia.” 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Pustaka (Literature Research) 

Penelitian pustaka dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari 

sumber-sumber referensi seperti buku, jurnal, laporan penelitian, serta 

dokumen-dokumen relevan lainnya. 

b. Studi Lapangan (Field Research) 

Penelitian ini dilaksanakan melalui observasi dan wawancara yang 

dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. 

4. Analisis Data 

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 

metode penelitian hukum empiris, yang berfokus pada penyajian objektif 

terhadap topik penelitian melalui pendekatan kualitatif, dengan 

memanfaatkan data primer dan sekunder. Data tersebut kemudian 
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dijelaskan secara deskriptif dalam bentuk narasi, yang akhirnya 

disimpulkan untuk memperoleh temuan penelitian. 

H. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini akan disusun dalam empat bab, dengan urutan dan sistematika 

penyajian sebagai berikut : 

BAB I  Pendahuluan 

Beberapa bagian yang dibahas dalam bab ini meliputi latar 

belakang, perumusan masalah, cakupan penelitian, tujuan 

serta manfaatnya, landasan konseptual, telaah penelitian 

sebelumnya yang berkaitan, pendekatan penelitian, dan 

susunan penulisan. 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

Bab ini disajikan dengan pengertian pengadilan tata usaha 

negara, putusan PTUN, eksekusi putusan PTUN, serta 

pelaksanaan eksekusi putusan PTUN. 

BAB III  Pembahasan 

Bab ini mengulas tentang kekuasaan pengadilan tata usaha 

negara di Palembang dalam melaksanakan putusan 

eksekusi, serta tantangan yang dihadapi selama proses 

eksekusi putusan tersebut. 

BAB IV  Penutup 

  Bab ini memuat kesimpulan dan saran. 
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